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PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Pdn

gl Gaa ) Al pasy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

Lia Permata Sari Harahap binti Salam Khoir Harahap ,umur 19 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
tinggal di Gang Sari Dewa, Kelurahan Lubuk Tukko,
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Penggugat;

Melaw a n

Rindu Pratama Bugis bin Rahmat Bugis,umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di
Jalan Oswald Siahaan, Perumahan Aek Tolang Permai,
Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten
Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pandan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TelahmendengarketeranganPenggugatsaksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalamsuratgugatannya tertanggal 22 Januari 2018
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor
29/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 22 Januari 2018, telah mengajukan cerai gugat
terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2017 di Lubuk
Tukko,yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pandan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor
030/30/1/2017 tanggal 23 Januari 2017;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Lubuk Tukko di rumah Orangtua Penggugatselama 6 (enam) bulan dan
tidak pernah pindah sebelum Tergugat meninggalkan rumah kediaman
bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagai (ba’da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perbedaan pendapat
serta berkomunikasi tidak nyambung antara Penggugat dengan Tergugat
dikarenakan Tergugat pekerjaan tidak menetap terjadi yang terus menerus
yang sulituntuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Tergugatbersifat kasar, baik perkataan, tingkah laku bahkan Tergugat
pernah menendangPenggugat;

- Tergugat tidak jujur ketika memberikan uang belanja, Penggugat
memberikan uang belanja seadanya dan selebihnya diberikan kepada
orang lain;

- Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat “ kalau kau hamil tidak
aku ceraikan dan kalau kau tidak hamil akan aku ceraikan”;

- Setelah berpisah Tergugat pernah dua kali membawa perempuan lain ke
rumah kediaman bersama;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada 02 Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dengan membawa semua pakaiannya dan tidak
pernah datang lagi hingga guatan ini diajukan;

6. BahwaakibatpertengkarantersebutPenggugatdanTergugattelahpisahrumahk
uranglebihselama6 (enam) bulanlamanyahinggasekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
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alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan

Penggugatdengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. MengabulkangugatanPenggugat;

2. Menjatuhkantalaksatu ba’'in sughra Tergugat (Rindu Pratama Bugis bin
Rahmat Bugis) terhadap Penggugat (Lia Permata Sari Harahapbinti Salam
Khoir Harahap);

3. Membebankansemua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus oarng lain sebagai kuasanya padahal
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugattersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan
yang sah;

Bahwa mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak
berhasil, kemudian dibacakanlah suratgugatan Penggugattersebutyangisinya
tetap dipertahankan oleh Penggugattanpa perubahan atau penambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 030/30/1/2017 tanggal
23 Januari 2017 ( Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebutdi atas, Penggugatjuga
telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagagai berikut:

Saksi | Penggugat:
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Endang Damayanti Saragi binti Samsul Bahri Saragi, umur 45 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sari
DewakKelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli
Tengah;

Telahmemberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci

sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan

Penggugat adalah anak kandung saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 21 Januari
2017;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat sering tidak
cukup memberi nafkah, Tergugat tidak jujur, Tergugat memberikan
sebahagian penghasilannya kepada ibunya, akibat dari pertengkaran
tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih
selama 7 bulan lamanya hingga sekarang ini, hal itu diketahui saksi karena
melihat dan mendengar sendiri dan juga dari pengaduan Penggugat
kepada saksi;

- Bahwa antara Penggugatdan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Saksi Il Penggugat:

Hamdayani Hutagalung binti Pahlawan Hutagalung, umur 36tahun, agama

Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempattinggal di Jalan SM.Raja, LK.
Il, KelurahanAekMais, Kecamatan Sibolga Selatan, KotaSibolga;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya

yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara

pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
teman dekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 21 Januari
2017;
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- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat sering tidak
mencukupi memberi nafkah, Tergugat tidak jujur, Tergugat memberikan
sebahagian penghasilannya kepada ibunya, akibat dari pertengkaran
tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih
selama 7 bulan lamanya hingga sekarang ini, hal itu diketahui saksi karena
melihat dan mendengar sendiri dan juga dari pengaduan Penggugat
kepada saksi;

- Bahwaantara Penggugatdan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara
ini yang merupakan bagian tidakterpisahkandariPutusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka
berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa
Penggugatdan Tergugat suamiisteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan
ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan

ke Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadirdan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugattelah mengajukan alatbukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara
Penggugatdan Tergugat, sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syaratformal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat suami isteri yang
sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai
penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan
keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 21 Januari2017;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan
tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat sering tidak cukup memberi nafkah, Tergugat
tidak jujur, Tergugat memberikan sebahagian penghasilannya kepada
ibunya;

3. Bahwa Penggugat telah pisah tempattinggal dengan Tergugat tujuh bulan
lamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan
pasangan suamiisteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak
mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah
(broken marriage), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan
dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan
akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan
tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tanggayang bahagia,
tenteram, kekal, dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah), sebagaimana
dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21serta pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan
hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diatas merupakan perkara cerai
gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya,
berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.Menjatuhkantalaksatuba'inshughraTergugat (Rindu Pratama Bugis bin
Rahmat Nugis) terhadapPenggugat (Lia Permata Sari
Harahap bintiSalam khoir Harahap);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 13
Februari2018 bertepatan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari
Drs. Irmantasir, M.H.Il. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.l., M.H.I. dan
Mumu Mumin Muktasidin, S.H.l. sebagai Hakim-Hakim Anggota,putusan

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka
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untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Wardiani Tanjung, BAsebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Ketua
Dto

Drs. Irmantasir, M.H.I

Hakim Anggota Hakim Anggota
Dto Dto
M. Rifai, S.HI., M.HI. Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.
Panitera Pengganti
Dto

Wardiani Tanjung, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran  : Rp. 30.000,-

2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,-
5.Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 271.000,- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

An.Panitera

Panitera muda hukum

Hj. Madinah Pulungan. S.Ag
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